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WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 188.45/ bfy / Ulo/ Vi /2019

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS PENANAE
KOTA BIMA TAHUN 2019

WALIKOTA BIMA,

: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungs: Pusat

Kesehatan Masyarakkat dalam mendukung
penyelenggaraan  Pembangunan  Kesehatan  Nasional
diperlukan penguatan terhadap fasilitas pelayanan,

b. bahwa salah satu persyaratan administrasi bag

penyelenggara layanan keschatan dalam menyelenggarakan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), adalah adanya iin

Operasional pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanas dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Walikota tentang Penetapan lzin Operasional Puskesmas
Penanae Kota Bima Tahun 2019;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
26, Tambahan Lembaran Ncgar& Republik Indonesia Nomor

4188);

o

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
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10.

Undang-Undang Nomeor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan
lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang-
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun
2019 Nomor 157);
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/ i1 Prraturan Dacrah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang
f Polcok Mokeok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima
Lembaren Deerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79)
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Derah Kota Bima Nomor | Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor
S Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengeiolaan Keuangan
Dacrah Kota Bima (Lembaran Dacrah Kota Bima Tahun
2015 Nomor 161) ;

Prraturan Dacrah Kota Bima Nomor S Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima

(Lembaran Decrah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Dacrah Kota Bima Nomor 88);

13 Peraturan Daecrah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Dacrah Kota Bima Tahun 2018 Nomor
211)
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MEMUTUSKAN :

- KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN  IZIN

Menetapian
OPERASIONAL PUSKESMAS PENANAE KOTA BIMA TAHUN

2019.

“ESATU . Menctapkan lzin Operasional Puskesmas Penanac Kota Bima
Tahun 2019.

- lzin Operasional Puskesmas Penanae sebagaimana dimaksud
pads Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu (lima) 5
tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi

KEDUA

- Segala biaya yang umbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD] Kota Bima scbagaimana tertuang dalam Dokumen
Pelaksanasn Anggaran (DPA) Dinas Keschatan Kota Bima Tahun

Anggaran 2019.

KETIGA
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KEEMPAT . Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2% Pyustvs 2019
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Tembusan:
yth. 1. Inspektur Dacrah Kota Bima di Raba;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima di Raba;

3. Kepala DPMPTSP Kota Bima di tempat;
4. Kepala Puskesmas se-Kota Bima di tempat.
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